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ABSTRAK

MUH. NUR ANSARI. “Evektifitas Tehadap Pelaksaan Peraturan Lahan
Pertanian Pangan Berkelajutan Di Kabupaten Sinjai”, dibimbing oleh
Bapak Syamsul Bachri, selaku pembimbing utama dan Bapak Kahar
Lahae, selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menjelaskan
Efektivitas pelaksanaan peraturan pemanfaatan lahan pertanian
pangan berkelanjutan di Kabupaten Sinjai dan Untuk mengetahui dan
menjelaskan penegakan sanksi hukum dalam pelaksanaan pengaturan
pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten
Sinjai.

Tipe Penelitian ini adalah empiris yang didukung oleh data primer
dan sekunder. Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif
dengan landasan teori. Selanjutnya data tersebut disajikan secara
deskriptif.

Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Efektivitas peraturan
pemanfaatan lahan di Kabupaten Sinjai belum dilaksanakan secara
efektif, hal ini disebabkan karena ternyata masih ada terdapat lahan
sawah dengan irigasi teknis yang bagus yang sudah dialihfungsikan
menjadi kawasan perumahan, kondisi ini menyebabkan dari segi
pengawasan masih sangat lemah dari inspektorat dan pengawasan dari
DPRD tidak berjalan efektif. Disamping itu bahwa Penegakan sanksi
hukum terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Sinjai
belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada di Perda yaitu
kewenangannya berupa sanksi admnistratif yang didalam pasal
tersebut sudah dijelaskan bahwa dilakukan teguran tertulis, paksaan
pemerintah daerah, pembekuan izin, dan pencabutan. Untuk menjaga
peraturan lahan pertanian di Kabupaten Sinjai hendaknya konsistensi
dengan Undang-undang No 41 tahun 2009 dengan Perda Sinjai No 13
Tahun 2017 dapat menjadi pedoman yang harus dipatuhi Pemeritah
Daerah.

Kata Kunci : Pelaksanaan Peraturan ; Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan ; Penegakan Hukum.
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ABSTRACT

MUH. NUR ANSARI. ‘Effectiveness On The Implementation Of
Regulation Sustainable Food Agriculture In Sinjai District”, ( Supervised
by Mr. Syamsul Bachri, and Mr. Kahar Lahae ).

This Study aims to know and explain the effectiveness of the
implementation of sustainable food Agriculture Land in Sinjai Regency
and to know and explain the enforcement of legal sanctions in the
implementation of sustainable food farm land utilization arrangements in
Sinjai Regency.

The research is empirical, supported by primary and secondary
data. The data analysis used is qualitative with a theoretical basis.
Furthermore, the data is presented descriptively.

The results of the study found that effectiveness of land use
regulations in Sinjai Regency has not been implemented effectively, this
is because it turns out that there are still rice fields with good technical
irrigation that have been converted into housing areas, this condition
results in very weak supervision from the inspectorate and supervision
from the DPRD has not been effective. In addition, the enforcement of
legal sanctions against the Transfer of Function of Agricultural Land in
Sinjai Regency has not been implemented according to the provisions
in the Perda, namely the authority in the form of administrative
sanctions, which in the article has explained that written reprimands,
local government coercion, license suspension, and revocation are
carried out. To maintain the agricultural land regulations in Sinjai
Regency, consistency with Law No. 41 of 2009 and Sinjai Regional
Regulations No. 13 of 2017 can be guidelines that the Regional
Government must comply with.

Keywords : Management implementation;Sustainable Food Agriculture
Land ; Law Enforcement.
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Membangun ketahanan dan kemandirian pangan menjadi sangat
penting dan strategis, sebagai penegasan atas upaya dari pelaksanaan
tanggung jawab dan kewajiban negara dalam mencapai tujuan negara
mensejahterakan rakyat serta dalam rangka pemenuhan hak atas
pangan sebagai hak asasi manusia selanjutnya disingkat HAM. Negara
Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya
alam yang sangat melimpah. Sumber daya alam yang dikelola oleh
pemerintah dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Hal
ini tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disingkat UUD NRI 1945
‘Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan sebesar- besarnya untuk kemakmuran
rakyat”' Salah satunya adalah dalam bidang pertanahan. Tanah
merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk
kelangsungan hidup umat manusia. Kehidupan manusia hampir
sebagian besar tergantung pada tanah, baik untuk mata pencaharian,

kebutuhan sandang, papan/tempat tinggal, pangan dan kebutuhan lain

! pasal 33 ayat (3) Undang- undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945



yang bersifat religius. Kenyataan di masyarakat, orang akan senantiasa
berusaha untuk mempertahankan sejengkal tanahnya.?

Selanjutnya pada Pasal 33 ayat (4) tersebut menyatakan bahwa
perekonomian nasional diselanggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkunag, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Salah satu faktor penting
dalam pembangunan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan
adalah ketersediaan lahan pertanian pangan. Lahan pertanian pangan
merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa
yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan
dalam UUD NRI 1945, Sementara itu lahan pertanian pangan di di
Indonesia semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan
pertanian menjadi non pertanian. keadaan alih fungsi lahan ini
mengkhawatirkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah karena akan
kesulitan dalam hal ini akan di upayakan terwujudnya kemandirian dan
ketahanan, serta kedaulatan pangan.Karena itu, terpenuhinya
kebutuhan pangan di dalam suatu negara merupakan hal yang mutlak
harus dipenuhi.

Terlebih lagi pangan juga memegang kebijakan penting dan

strategis di Indonesia berdasar pada pengaruh yang dimilikinya secara

? Anita Widhy Handari,Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Magelang,Tesis, llmu Lingkungan Universitas
Diponegoro, Semarang,2012 hal. 2



sosial, ekonomi, dan politik.Namun ketahanan, kemandirian dan
kedaulatan pangan menghadapi persoalan serius karena ketersediaan
lahan pertanian pangan yang dialihfungsikan ke lahan non pertanian
terus meningkat. Permasalahan ini menuntut Negara yaitu Pemerintah
dan Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk melindungi lahan
pertanian pangan agar ketersediaan lahan pertanian pangan dapat
terus dipertahankan guna memenuhi kebutuhan hak atas pangan.’
Ancaman terhadap terganggunya ketahanan pangan akibat dari
maraknya konversi sangat signifikan.Banyak daerah yang sebelumnya
merupakan wilayah swasembada beras saat ini telah menjadi daerah
yang mengimpor beras dari daerah-daerah lainnya. Ancaman terhadap
ketahanan pangan ini tidak saja menyebabkan berkurangnya produksi
beras tapi juga akan menganggu terhadap stabilitas ekonomi, sosial,
politik dan perkembangan penduduk secara umum. Dari HAM,
Pengaturan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan penting
dilakukan karena kebutuhan terhadap pangan merupakan HAM yang
menuntut negara dalam hal ini Pemerintah dan Pemerintah Daerah
melakukan upaya-upaya membangunan ketahanan dan kedaulatan
pangan termasuk merumuskan kerangka hukum agar lahan pertanian
pangan tetap dapat dimanfaatkan baik bagi generasi sekarang maupun
generasi yang akan datang. Di dalam Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di dalam Pasal 14 ayat (2)

* Ibid, hal 2



Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam urusan otonomi
daerah yaitu dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan
tata ruang . Menurut Fernandes, otonomi daerah adalah pemberian
hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah yang memungkinkan
daerah tersebut mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan
pemerintahan  dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan
pelaksanaan pembangunan.? Terkait dengan pengaturan alih fungsi
lahan pertanian untuk lahan permukiman Kabupaten Sinjai mengacu
pada UU No.26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, Perda Provinsi
Sulawesi Selatan No. 9 Tahun 2009 tentang RTRW, Perda Sinjai No.
28 Tahun 2012 tentang RTRW. Informasi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan sebagaimana dimaksud ,wajib disampaikan setiap tahun
oleh bupati kepada DPRD. Selain itu dalam hal hubungan koordinasi
antara Bappeda dan BPN terkait dengan RTRW dan maraknya alih
fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sinjai  yaitu hubungan
koordinasi peta yang dibuat masing-masing pihak, Bappeda memiliki
peta tata ruang dan BPN memiliki peta kepemilikan lahan. Kedua peta
tersebut saling berkaitan dan merupakan acuan terkait dengan
pemberian izin perubahan tanah. Dalam hal pemberian izin perubahan

penggunaan tanah pemohon mengajukan permohonannya kepada

* Dharma Setyawan Salam, 2003, Otonomi Daerah Dalam Perspektif
Lingkungan , Nilai, danSumber Daya, Djambatan, Jakarta, hal.82.



BPN dan kemudian panitia pertimbangan teknis pertanahan
mengadakan peninjauan lokasi. Apabila tanah yang dimohonkan
untuk mengubah tanah pertanian ke non pertanian guna
pembangunan rumah tempat tinggal pribadi dengan luas 5000 m2
maka yang diberikan adalah izin perubahan penggunaan tanah dan
apabila tanah yang dimohonkan tersebut merubah penggunaan tanah
pertanian ke non pertanian untuk dibangun perumahan oleh sebuah
badan hukum atau pengembang dengan luas tanah melebihi 1 Ha
maka izin yang diberikan yaitu izin lokasi. Pemerintah Daerah melalui
Satuan Kerja Pemerintah Daerah, Selanjutnya disingkat SKPD,
melakukan  upaya pengendalian yaitu melalui mekanisme
pemberian izin dan upaya pengawasan yaitu melalui tindakan
pemantauan, evaluasi dan tindakan pelaporan. Apabila dilapangan
ditemukan pelanggaran oleh masyarakat maka dapat dikenakan
disinsentif, dan apabila pelanggaran tersebut disebabkan oleh Pejabat
Pemerintah Daerah yang memberikan izin maka dapat dikenakan
sanksi  pidana maupun  hukuman pendisiplinan.Dalam rangka
pembangunan pertanian yang berkelanjutan maka perlindungan lahan
pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari
reforma agraria yang mencakup upaya penataan,
penguasaan/pemilikan berkaitan dengan hubungan hukum antara

manusia dan lahan.



Alih fungsi lahan pertanian dapat memberikan dampak berupa
berkurangnya lahan pertanian, menurunnya produksi pangan
nasional, mengancam keseimbangan ekosistem, sarana prasarana
pertanian menjadi tidak terpakai, buruh tani kehilangan pekerjaan,
harga pangan semakin mahal, dan angka urbanisasi menjadi tinggi.
Dampak peralihan fungsi lahan pertanian tersebut tidak terlepas dari
beberapa faktor yaitu pertumbuhan penduduk yang pesat, kenaikan
kebutuhan  masyarakat untuk pemukiman, tingginya biaya
penyelenggaraan pertanian, menurunnya harga jual produk-produk
pertanian, kurangnya minat generasi muda untuk mengelola lahan
pertanian, pergantian ke sektor yang dianggap lebih menjanjikan, dan
lemahnya regulasi pengendalian alih fungsi lahan.Alih fungsi lahan
dapat mempersulit Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah untuk
mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Pangan
merupakan kebutuhan pokok setiap masyarakat sehingga mutlak harus
dipenuhi. Pangan termasuk dalam sektor strategis yang mampu
mempengaruhi sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Namun,
akibat terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian
menyebabkan Negara harus memberikan kebijakan agar mampu
melindungi lahan pertanian pangan. Hal ini dimaksudkan agar

ketersediaan lahan pertanian pangan dapat terus dipertahankan agar



kebutuhan masyarakat Indonesia terkait hak atas pangan dapat
terpenuhi.’

Regulasi yang ada dinilai harus benar-benar diperkuat dalam
rangka mencegah terus merebaknya alih fungsi lahan pertanian
menjadi beragam fungsi lainnya yang tidak terkait dengan sektor
pangan nasional. Dengan semakin banyak alih fungsi lahan pertanian,
maka program perlindungan lahan dan percetakan sawah baru akan
sangat terkendala. Banyak lahan basah yang dikonversi menjadi lahan
kering lalu dimanfaatkan untuk kepentingan industri, perumahan dan
sebagainya.

Era globalisasi menyebabkan dampak buruk bagi Negara
Indonesia. Sekarang ini negara Indonesia kehilangan julukannya
sebagai negara agraris. Pengalihan fungsi lahan pertanian (konversi)
banyak dilakukan. Akibat dari konversi lahan pertanian ini, maka akan
berdampak pada ketahan pangan nasional. Dimana, negara
Indonesia harus melakukan impor bahan pangan untuk tetap
memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan hal yang paling disesalkan
adalah konversi pada lahan pertanian produktif menjadi lahan
pemukiman akibat banyaknya permintaan kebutuhan akan tempat
tinggal. Seperti yang dikemukakan oleh Nursid Sumaatmadja,
bahwa:“pertumbuhan dan pertambahan penduduk akan mendorong

pertumbuhan akan kebutuhannya, kebutuhan tersebut antara

> Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan
Umum, MitraKebijakan Tanah,Yogyakarta, 2004 hal. 1



lain kebutuhan perumahan dan tempat kegiatan ekonomi seperti
pabrik, pertokoan, pasar dan lain-lain dengan cara menggeser
lahan pertanian, terutama dari lahan pertanian ke non pertanian.”
Ketentuan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini
akan ada dimaksudkan agar bidang-bidang lahan tertentu hanya boleh
digunakan untuk aktivitas pertanian pangan yang sesuai.” Belum lagi
potensi alih fungsi lahan sawah akibat dari penerapan rencana tata
ruang wilayah selanjutnya disebut RTRW oleh pemda kabupaten/kota
yang kurang berpihak kepada pertanian. Cepatnya alih fungsi tanah
pertanian menjadi non-pertanian dapat mempengaruhi berbagai aspek
kehidupan, antara lain:
a. menurunnya produksi pangan yang menyebabkan terancamnya
ketahanan pangan,
b. hilangnya mata pencaharian petani dan dapat menimbulkan
pengangguran, dan
c. hilangnya investasi infrastruktur pertanian (irigasi) yang menelan
biaya sangat tinggi. .
Kita mengharapkan dengan adanya perangkat peraturan yang
komprehensif terkait perlindungan lahan dan upaya pemberian insentif
kepada petani maka diharapkan tanah tersedia bagi petani bukan

hanya untuk menjamin ketersediaan produksi pangan, namun lebih

® Nursid Sumaatmadija,Manusia dalam konteks sosial,Busaya dan lingkungan
hidup,2003 hal.10

" Tati Nurmala (dkk), Pengantar limu Pertanian,Graha llmu, Yogyakarta,2012
hal.20



jauh  menjamin akses petani atas lahan untuk meningkatkan
kesejahteraan petani. Upaya revitalisasi dan perlindungan lahan
dilakukan dengan melindungi dan menjamin ketersediaan lahan dengan
menindaklanjuti  Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dalam
pasal 44 ayat (1) tentang larangan Alih Fungsi, Selanjutnya disebut UU
PLP2B Kemudian di implementasi lebih lanjut oleh Peraturan
Pemerintah No.1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada pasal 35 ayat (1) dan
(2),selanjutnya di singkat PP No0.1/2011 dan Peraturan Pemerintah
pendukungnya.

Pengaturan lahan pertanian pangan berkelanjutan, selanjutnya
direspon oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai dengan menerbitkan
Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perlindungan lahan
Pertanian Berkelanjutan. Peran strategis Kementerian ATR/BPN melalui
Direktorat Jenderal PPRPT dalam upaya Pengendalian Alih Fungsi
Lahan Sawah akan melakukan pemantauan dan penertiban terhadap
alih fungsi lahan yang telah ditetapkan pada Peta Lahan Sawah
Dilindungi. Dengan adanya Peta Lahan Sawah Dilindungi ini
diharapkan Pemerintah Daerah segera menetapkan LP2B di
Kabupaten/Kota masing-masing dengan disertai data spasialnya,
sehingga UU PLP2B dan Peraturan-peraturan Pemerintah turunannya

dapat dilaksanakan secara optimal.



Salah satu contoh alih fungsi lahan yang terjadi di wilayah
Kecamatan Sinjai Utara sendiri merupakan salah satu dari 9 kecamatan
yang terdapat di Kabupaten Sinjai. Sebagian dari masyarakatnya telah
membangun rumah tempat tinggal di lahan sawah yang beririgasi
teknis. Keadaan ini tentunya akan menjadi contoh masyarakat lainnya
untuk juga membangun rumah di lahan sawah yang berada di sekitar
rumah yang telah dibangun sebelumnya. Di sisi lain, dengan adanya
peningkatan jumlah penduduk yang terjadi pada setiap tahunnya,
maka juga akan berakibat pada semakin = meningkatnya
kepadatan penduduk.Kabupaten Sinjai berperan sebagai lumbung padi
nasional, yang pada kenyataannya tiap tahun terjadi penyusutan lahan
pertanian mencapai 50 hektar lebih. Hal ini disebabkan banyak
pengembang mengalih fungsikan lahan tersebut dengan mendirikan

bangunan pemukiman atau pusat perbelanjaan

Penggunaan lahan pertanian bukan sawah terbesar pada tahun
2019 adalah untuk perkebunan yang mencapai 35,55 persen atau
29.153 ha, kemudian penggunaan yang cukup besar lainnya adalah
tegal/kebun sebesar 13,64 persen, lahan ditanami pohon/hutan rakyat ,
dan lainnya (tambak, kolam, empang, dll) masing-masing 3,89 persen
dan 1,86 persen. Penggunaan lahan terbesar selanjutnya adalah
hutan negara sebesar 1.125 ha atau 1,37 persen, kemudian
ladang/huma dan padang penggembalaan/ rumput dengan luas

masing-masing sebesar 912 ha dan 230 ha atau 1,11 persen dan
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0,28 persen. Dalam hal itu penggunaan luas lahan yang terkecil adalah
sementara tidak diusahakan sebesar 0,05 persen, Penggunaan lahan
sawah di Kabupaten Sinjai mengalami kenaikan dari 16.136 ha
tahun 2018 menjadi 16.338 tahun 2019 atau mengalami kenaikan
sebesar 202 ha.®

Dalam rangka swasembada pangan, luas lahan sawah menempati
posisi yang sangat penting. Berdasarkan sistem irigasi lahan sawah
dapat dibedakan menjadi sawah irigasi, sawah tadah hujan, rawa
pasang surut dan sawah rawa lebak. Keadaan lahan sawah di
Kabupaten Sinjai tahun 2019 didominasi sawah irigasi, yaitu sekitar
64,51 persen dari seluruh luas lahan sawah, dan lahan sawah tadah
hujan sekitar 35,49 persen.Dilihat dari frekuensi penanaman padi
dalam setahun akan terlihat bahwa lahan sawah yang ditanami padi
satu kali dalam setahun tercatat 4.486 ha atau 27,46 persen dari
seluruh luas lahan sawah. Pada luas lahan sawah yang dapat
ditanami dua kali dalam setahun lebih besar sekitar 72,54 persen atau
11.852 ha, selanjutnya tidak ada luas lahan sawah yang ditanami padi
lebih dari dua kali dalam setahun.’Dengan adanya gambaran seperti
ini, maka untuk lebih meningkatkan luas tanam padi lebih dari satu
kali tanam dalam setahun, diperlukan adanya perbaikan dan
pembangunan saluran irigasi seperti halnya dengan

pembangunan irigasi Kalamisu. Demikian juga dengan peningkatan

8 Badan Pusat Stastik Kabupaten Sinjai dalam angka 2019
° Ibid , hal 10
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status irigasi, karena dengan adanya irigasi yang baik sehingga sawah
tadah hujan akan berubah menjadi lahan sawah yang berpengairan
yang akan menopang terwujudnya swasembada pangan di Kabupaten
Sinjai. Melihat kondisi negara kita yang dilanda berbagai krisis,
termasuk perberasan, sehingga kita dituntut untuk lebih
memberdayakan petani dalam meningkatkan produksinya.*°

Contohnya adanya aturan Perda yang sekarang berlaku di
Kabupaten Sinjai, Perda Nomor 13 tahun 2017 Tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peraturan Daerah diperlukan
untuk mendukung secara legal dan formal pengaturan teknis
pelaksanaan dan tindak lanjut di lapangan. Di pasal 25 Peraturan
Daerah yang mengatur secara ketat perizinan penggunaan lahan dan
pendirian bangunan di lahan yang diairi oleh irigasi teknis. Dengan
adanya peraturan yang mengatur hingga masalah teknis tersebut,
peluang untuk alih fungsi lahan pertanian pangan semakin kecil dan
secara tidak langsung berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan
secara Nasional. Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan, diperoleh
informasi bahwa Regulasi dalam rangka perlindungan lahan pertanian
telah banyak mengatur tentang upaya-upaya mencegah dan
mengurangi alih fungsi lahan.

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan, diperoleh informasi

bahwa Beberapa kendala seperti penguasaan lahan yang menjadi

19 1bid,hal.9
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milik petani perorangan, harga lahan yang semakin tinggi sampai
dengan kurang mendukungnya insentif yang diberikan kepada petani,
menyebabkan pengendalian alih fungsi lahan sulit dilaksanakan di
lapangan.untuk mengatasi terjadinya alih fungsi tanah pertanian, untuk
mengatasi hal tersebut, Salah satu upaya yang dilakukan saat ini
adalah penetapan kawasan peta hijau yang diperuntukkan bagi area
persawahan produktif. Contoh Penyempitan lahan pertanian di
Kabupaten Sinjai dikarenakan adanya pembangunan perumahan
yang semakin bertambah tiap tahunnya. Sehingga bisa dikatakan,
setiap tahun lahan pertanian akan terus mengalami penyempitan.
Contoh Perumahan yang dikembangkan oleh pihak swasta yang ada di
Kabupaten Sinjai Utara yaitu Perumahan Bumi Tangka Mas dan
Perumahan BTP Tamara .maka dari itu dibuatlah Perda Kabupaten
Sinjai Nomor 13 Tahun 2017 Tentang lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan.pada Pasal 25 diejlaskan bahwa :
(1) Pemerintah Daerah melindungi luasan LP2B sebagiamana
dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10.
(2) Luasan LP2B yang ditetapakn sebagiamana dimaksud pada
ayat (1) dilarang dialifungsikan.
(3) Larangan alih fungsi sebagiaman dimaksud pada ayat (2)
dikecualikan terhadap pengalihfungsian LP2B oleh Pemerintah
Daerah dalam rangka untuk kepentingan umum atau bencana

alam.
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(4) Terhadap alih fungsi LP2B sebagiaman dimaksud pada ayat
(3), Pemda wajib mengganti luas Lahan yang dialihfungsikan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan

serta ganti rugi alih fungsi LP2B diatur dengan perturan Bupati.

Demikian pula bahwa dalam suatu tata ruang (RTRW) selalu ada
kawasan hutang lindung, cagar alam, kawasan pertanian, perdesaan,
kawasan industry , perkotaan dan pusat pelayanan sebagai suatu
system, yang selalu melibatkan empat unsur, yaitu : manusia, sumber
daya alam, ilmu pengetahuan,dan teknologi,demikian pula aspek
spasial sebagai wadah yang meberikan ciri khas wilayahnya dalam
proses pemanfaatn sumber daya alam oleh manusia dalam upaya
memenuhi kebutuhan hidupnya.**

Berdasarkan uraian diatas maka issue penelitiannya terhadap
Pelaksanaan Pengaturan Lahan Pertanian Pangan Berkjelanjutan
belum sejalan dengan ketentuan dari peraturan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka berikut ini di kemukakan
rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan peraturan daerah terhadap

lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Sinjai ?

" Yunus Wahid A.M, Pengantar Hukum Tata Ruang, Jakarta,
Prenadamediagrup,2014, hal. 14
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2. Bagaimanakah penegakan sanksi hukum dalam pelaksanaan
peraturan daerah terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan di
Kabupaten Sinjai ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan
peraturan daerah terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan di
Kabupaten Sinjai.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penegakan sanksi
hukum dalam pelaksanaan peraturan daerah terhadap lahan
pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Sinjai.

D. Manfaat Penelitian
1. Untuk memberikan masukan dan informasi Pemerintah Daerah
dan Pengelola Pertanian dalam hal perlindungan lahan pertanian
pangan berkelanjutan.
2. Untuk memberikan masukan dalam hal penegakan sanksi dalam

hal pelanggaran pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Sinjai

E. Originalitas Penelitian
1. Tesis. Strategi Pengendalian Lahan Pertanian Berkelanjutan
Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat, Penelitian ini dilakukan
oleh Muhammad Igbal Program Studi lImu Hukum Universitas
Sumatra Utara, Tahun 2014, tesisnya ini membahas tentang

mengidentifikasi keragaan alih fungsi lahan pertanian dan kinerja

15



pengendalian nya, merekomendasi strategi alternatif pengendalian
alih fungsi lahan, baik strategi peraturan kebijakan, maupun strategi
partisipasi masyarakat, hasil dari penelitian ini adalah Strategi
pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang bertumpu pada
partisipasi masyarakat adalah dengan melibatkan peran serta aktif
segenap pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai entry point
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,penilaian perundang-
undangan dan peraturan yang ada. Namun yang perlu bawabhi
bahwa partisipasi masyarakat tidak akan terwujud bila tidak diiringi
dalam bentuk sosialisasi dan advokasi.

Dari karya ilmiah diatas, jelas bahwa pembahasannya berbeda
dengan analisis hukum pada objek pembahasan yang diangkat
peneliti. Peneliti lebih menjelaskan tentang pelaksanaan pengaturan
lahan diatas membahas tentang pentingnya peran dari
masyarakatnya.

. Tesis. Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan, Penelitian ini
dilakukan oleh Dinaryanti, Program Studi Magsiter llmu Hukum
Universitas Dipenogoro, Tahun 2014, tesisnya ini Mengkaji faktor
yang mendorong konversi lahan pertanian ke non pertanian yaitu
faktor kependudukan, faktor ekonomi (land rent), faktor sosbud
(hukum  waris),degradasi lingkungan, otonomi daerah, dan
lemahnya sistem perundang- undangan dan penegakan hukum

dari peraturan- peraturan yang ada. Tiga strategi pengendalian
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konversi lahan: memperkecil peluang terjadinya konversi,
mengendalikan kegiatan konversi lahan, instrumen pengendalian
konversi lahan.

Dari karya ilmiah diatas, jelas bahwa pembahasannya Mengkaji
faktor yang mendorong konversi lahan pertanian ke non pertanian
yaitu faktor kependudukan, faktor ekonomi (land rent), faktor sosbud
(hukum  waris),degradasi lingkungan, otonomi daerah, dan
lemahnya sistem perundang- undangan dan penegakan hukum
dari peraturan- peraturan yang ada. Nerbeda dengan pembahasan
penulis untuk mengetahui dan menjelaskan Efektivitas pelaksanaan
pengaturan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan di
Kabupaten Sinjai dan menjelaskan penegakan sanksi hukum dalam
pelaksanaan pengaturan pemanfaatan lahan pertanian pangan
berkelanjutan.

Penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti telah
memaparkan apa saja permasalahan yang dialami dari LP2B dari
beberapa daerah dan dalam penelitian ini penulis akan
mengembangkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya
dengan cara menggabungkan beberapa variable yang telah diteliti
.dimana dalam penelitian ini akan mengambil beberapa variable
yang telah diteliti kemudian menggabungkan faktor faktor yang
mempengaruhi LP2B yang menjadi satu penelitian yang berbeda

dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.
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BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanian

1. Pengertian Pertanian

Pertanian adalah suatu proses produksi khas yang didasarkan
atas proses pertumbuhan tanaman dan hewan para petani pengatur
dan menggiatkan pertumbuhan tanaman dan hewan itu, Pertanian
menurut Kaslan A tohir :“ Pertanian adalah suatu usaha yang meliputi
bidang-bidang seperti bercocok tanam (pertanian dalam arti sempit),
perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pengelolaan hasil
bumi dan pemasaran hasil bumi (pertanian dalam arti luas). Dimana
zat — zat atau bahan — bahan anorganis dengan bantuan tumbuhan
dan hewan yang bersifat reproduktif dan usaha pelestariannya
“Sedangkan menurut Mubyarto (Mubyarto, 1989: 39)*?, definisi iimu
ekonomi pertanian adalah sebagai berikut :“ llmu ekonomi pertanian
adalah termasuk dalam kelompok ilmu — ilmu kemasyarakatan yaitu
iimu yang mempelajari perilaku dan upaya serta hubungannya
antarmanusia. Dalam hal ini yang dipelajari adalah perilaku petani
dalam kehidupan pertaniannya, dan mencakup juga persoalan
ekonomi lainnya yang langsung berhubungan dengan produksi,

pemasaran, dan konsumsi petani atau kelompok petani.”Pertanian

2 Mubyarto,Pengantar Ekonomi Pertanian, Lembaga Penelitian,Pendidikan dan
Penerangan Ekonomi dan Sosial, Malang, 1989, hal. 39
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Indonesia adalah pertanian tropika, karena sebagian besar daerahnya
berada di daerah tropik yang langsung dipengaruhi oleh garis
khatulistiva yang memotong Indonesia hampir menjadi dua. Di
samping pengaruh khatulistiwva, ada dua faktor alam lainnya yang
ikut memberi corak pertanian Indonesia. Pertama, bentuknya sebagai
kepulauan, dan kedua, topografinya yang bergunung-gunung. Dalam
hubungan ini letaknya di antara dua lautan besar, yaitu lautan
Indonesia dan lautan Pasifik serta dua benua yaitu benua Asia dan
benua Australia, juga ikut mempengaruhi iklim Indonesia, terutama
perubahan arah angin dari daerah tekanan tinggi ke daerah
tekananrendah. Bentuk tanah yang bergunung-gunung memungkinkan
adanya variasi suhu udara yang berbeda-beda pada suatu daerah
tertentu. Pada daerah pegunungan yang makin tinggi, pengaruh iklim
tropik makin berkurang dan digantikan oleh semacam iklim
subtropik (setengah panas) dan iklim setengah dingin.

Pada kenyataannya, tanaman-tanaman pertanian iklim subtropik
dan tanaman iklim sedang seperti teh, kopi, kina,sayur-sayuran dan
buah-buahan menjadi komoditi penting dalam perdagangan domestik
maupun internasional. Hal itu disebabkan iklim yang mendukung serta
penduduk yang sebagian besar masih bermata pencaharian di sektor

pertanian.™

" yusuf, Zulkifli. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk
dengan Alih Fungsi Lahan Sawah menjadi Lahan Non Pertanian di Kotamadya
Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi. Fakultas Hukum.
Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.2006. hal. 24
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a. Peranan Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Ekonomi
Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi sangat
penting karena sebagian besar anggota masyarakat di negara-negara
miskin menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut. Jika para
perencana dengan sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan
masyarakatnya, maka satu- satunya cara adalah dengan meningkatkan
kesejahteraan sebagian besar anggota masyarakatnya yang hidup di
sektor pertanian. Peran pertanian sebagai tulang punggung
perekonomia nasional terbukti tidak hanya pada situasi normal, tetapi
terlebih pada masa krisis.
b. Syarat-Syarat Pembangunan Pertanian
Keberhasilan pembangunan pertanian memerlukan beberapa

syarat atau pra kondisi yang untuk tiap daerah berbeda-beda. Pra
kondisi tersebut meliputi bidang-bidang teknis, ekonomis, sosial
budaya dan lain-lain. Menurut A. T Mosher dalam Mubyarto ada lima
syarat yang harus ada dalam pembangunan.Apabila salah satu syarat
tersebut tidak terpenuhi maka terhentilah pembangunan pertanian,
syarat tersebut adalah :

1) Adanya pasar untuk hasil-hasil usahatani.

2) Teknologi yang senantiasa selalu berkembang.

3) Tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal.

4) Adanya perangsang produksi bagi peetani.
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5) Tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinyu.
c. Tahap-tahap Pembangunan Pertanian

Menurut Todaro, Michael ** ada tiga pokok dalam evolusi

produksi pembangunan pertanian sebagai berikut :

1) Pertanian tradisional yang produktivitasnya rendah

2) Produk pertanian sudah mulai terjadi dimana produk pertanian
sudah ada yang dijual ke sektor komersial atau pasar, tetapi
pemakaian modal dan teknologi masih rendah.

3) Pertanian modern yang produktivitasnya sangat tinggi yang
disebabkan oleh pemakaian modal dan teknologi yang tinggi
pula. Pada tahap ini produk pertanian seluruhnya ditujukan untuk
melayani keperluan pasar komersial. Modernisasi pertanian
dari tahap tradisional (subsisten) menuju pertanian modern
membutuhkan banyak upaya selain pengaturan kembali struktur

ekonomi pertanian atau penerapan teknologi pertanian yang

baru. Hampir semua masyarakat tradisional, pertanian bukanlah
hanya sekedar kegiatan ekonomi saja, tetapi sudah
merupakan bagian dari cara hidp mereka. Pemerintah yang
berusaha mentransformasi  pertanian tradisional haruslah
menyadari bahwa pemahaman akan perubahan-perubahan yang

mempengaruhi  seluruh  sosial, politk dan kelembagaan

% Todaro, Michael P.English, Book, lllustrated edition: “"Economic

development / Michael P. Todaro, Stephen C. Smith”. 2006 . Dalam Tesis Indah,
Vinny.Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi lahan Pertanian di Kabupaten
Minahasa Selatan.tesis.Fakultas Pertanian. Universitas Sam Ratulangi Manado.
Manado.2013. hal. 30
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masyarakat pedesaan adalah sangat  penting. Tanpa adanya

perubahan-perubahan seperti itu, pembangunan pertanian tidak

akan pernah bisa berhasil seperti yang diharapkan.
2. Alih Fungsi Lahan Pertanian

Alih fungsi lahan atau konversi lahan adalah berubahnya satu
penggunaan lahan ke penggunaan lainnya, sehingga permasalahan
yang timbul banyak terkait dengan kebijakan tata guna lahan.’® Alih
fungsi lahan ini secara umum menyangkut transformasi dalam
pengalokasian sumberdaya lahan dari satu penggunaan ke
penggunaan lainnya.Hal ini umumnya terjadi diwilayahsekitar perkotaan
dan dimaksudkan untuk mendukung perkembangan sektor industri dan
jasa. Alih fungsi lahan pertanian sebenarnya bukan merupakan hal baru
di Indonesia. Isu yang berkaitan dengan alih fungsi lahan pertanian
marak diperdebatkan sejak diterbitkannya hasil sensus pertanian yang
mengungkapkan bahwa antara tahun Badan Pusat Statistik (BPS)
menyebut luas lahan baku sawah terus menurun. Catatan mereka pada
2019 ini, luas lahan tinggal 7,1 juta hektare, turun dibanding 2018 yang
masih 7,75 juta hektare.*®

Angka luas lahan tersebut diperoleh dengan metodologi Kerangka
Sampel Area (KSA) menggunakan data hasil citra satelit Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan Badan Informasi

Geospasial (BIG). konversi lahan sawah juga mempengaruhi luasan

* Ibid. hal. 25
' Badan Pusat Statistik dalam angka 2019.
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lahan baku sawah saat ini yang 7,1 juta hektare. Kondisi seperti ini sulit
dihindari karena pemanfaatan lahan untuk kegiatan non pertanian lebih
memberikan keuntungan finansial dibandingkan pemanfaatan lahan
untuk kegiatan pertanian. Hal ini tercermin pada nilai land rent untuk
kegiatan pertanian yang cenderung lebih kecil dibandingkan untuk
kegiatan non pertanian. *’

Alih fungsi lahan pertanian merupakan isu yang perlu diperhatikan
karena ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertanian,
terutama pangan. Dalam kegiatan alih fungsi lahan sangat erat
kaitannya dengan permintaan dan penawaran lahan, dimana
penawaran atau persediaan lahan sangat terbatas sedangkan
permintaan lahan yang tidak terbatas. Menurut Barlowe (1978), faktor-
faktor yang mempengaruhi penawaran lahan adalah karakteristik fisik
alamiah, faktor ekonomi, faktor teknologi, dan faktor kelembagaan.
Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan lahan adalah
populasi penduduk, perkembangan teknologi, kebiasaan dan tradisi,
pendidikan dan kebudayaan, selera dan tujuan, serta perubahan sikap
dan nilai yang disebabkan oleh perkembangan usia. Pada umumnya
permintaan komoditas pertanian terutama komoditas pangan terhadap
pendapatan bersifat kurang elastis, sedangkan permintaan komoditas
non pertanian pangan bersifat elastis. Konsekuensinya adalah

pembangunan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan cenderung

7 1bid.
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menyebabkan naiknya permintaan lahan untuk kegiatan non pertanian
dibandingkan permintaan lahan untuk kegiatan pertanian bahwa pola
konversi lahan dapat di tinjau dalam beberapa aspek. Pertama, alih
fungsi lahan yang dilakukan secara langsung oleh pemilik lahan yang
bersangkutan.’® Motif dari pemilik lahan pertanian untuk merubah
penggunaan lahannya antara lain, karena pemenuhan kebutuhan akan
tempat tinggal dan peningkatan pendapatan melalui alih usaha.
Sebagaimana diketahui para petani umumnya berpendapatan
sedikit karena kebijakan pemerintah dalam pengaturan harga
komoditas pertanian yang kurang bijak dibandingkan dengan harga
input pertanian yang tinggi. Sehingga mereka cenderung membuat
tempat tinggal untuk keturunannya atau membuat usaha lain dengan
mengalihfungsikan lahan pertanian milik mereka sendiri. Dampak dari
alih fungsi ini akan baru terasa dalam jangka waktu yang lama. Kedua,
alih fungsi lahan yang diawali dengan alih penguasaan lahan. Pemilik
lahan menjual kepada pihak lain yang akan memanfaatkannya untuk
usaha non pertanian. Para petani yang cenderung berpendapatan kecil
akan menjual lahannya karena tergiur akan harga lahan yang
ditawarkan oleh para investor. Secara empiris, alih fungsi lahan melalui
cara ini umumnya berkorelasi positif dengan proses urbanisasi

(pengkotaan). Dampak alih fungsi lahan terhadap eksistensi lahan

18 Sumaryo, S Tahlim. Pemahaman Dampak Negatif Konversi Lahan Sawah
Sebagai Landasan Perumusan Strategi Pengendaliannya. Prosiding Seminar
Penanganan Konversi Lahan dan Pencapaian Pertanian Abadi. LPPM IPB:
Bogor.2005,hal. 20
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pertanian dengan pola ini berlangsung cepat dan nyata. alih fungsi
lahan pertanian dapat bersifat sementara dan bersifat permanen. Jika
lahan sawah berubah menjadi perkebunan maka alih fungsi lahan
tersebut bersifat sementara, karena pada tahun-tahun berikutnya dapat
dijadikan sawah kembali. Sedangkan jika lahan sawah berubah menjadi
pemukiman atau industri maka alih fungsi lahan tersebut bersifa
permanen. Alih fungsi lahan yang bersifat permanen memiliki dampak
yang lebih besar dibandingkan alih fungsi lahan yang bersifat
sementara.

Selanjutnya Kementerian Pertanian ikut secara aktif dalam kegiatan
pelaksanaan Rencana Tata Ruang dan Wilayah baik Nasional, Propinsi
maupun Kabupaten/Kota.di Kabupaten Sinjai sendiri mengenai Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sudah ada perda yang
mengatur yakni Perda Nomor 13 tahun 2017. Kebijakan yang diberikan
oleh Pemerintah yaitu dengan diterbitkannya UU PLP2B, Pada Pasal
44 ayat (3) UU PLP2B, mengatur bahwa:

“Pengalih fungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan
pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan
dengan syarat :

a. Dilakukan kajian kelayakan strategis
b. Disusun rencana alih fungsi lahan

c. Dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik, dan
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d. Disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan
berkelanjutan yang dialih fungsikan.”

Pasal 44 ayat (3) di ketahui bahwa untuk mengalihfungsikan suatu
lahan pertanian harus melakukan kajian kelayakan strategis terlebih
dahulu, disusun rencana alih fungsi lahan, adanya pembebasan hak
dari pemiliknya, dan disediakan lahan pengganti.

Peraturan perundangan tentang LP2B hanya dapat dilakukan untuk
kepentingan publik saja sedangkan alih fungsi lainnya tidak
diperkenankan. Peraturan tentang insentif dimaksudkan bahwa
pemerintah memberikan insentif kepada lahan pertanian yang terkena
LP2B berupa perbaikan prasarana dan sarana serta bantuan input
produksi sampai dengan pasca panen, misalnya jaminan harga.
Sedangkan peraturan tentang sistem informasi LP2B dimaksudkan
untuk memberikan arahan bahwa penetapan LP2B harus dapat diakses
ataupun diinformasikan ke masyarakat. Adapun peraturan tentang
pembiayaan pada dasarnya menjelaskan kegiatan-kegiatan LP2B yang
didanai serta sumber pendanaannya.Peraturan perundangan terkait
dengan LP2B ini masih dapat dikatakan relevan dengan prioritas Nawa
Cita yang disebutkan di dalam RPJMN Tahun 2015-2019. Pada Nawa
Cita ke-5 disebutkan bahwa “Meningkatkan kualitas hidup manusia dan
masyarakat Indonesia”. Artinya,salah satu wujud dari peningkatan
kualitas hidup adalah dengan peningkatan kesejahteraan penduduk.

Peningkatan kesejahteraan hidup petani lebih dikaitkan pada
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penguasaan lahan pertanian. Oleh karena itu, prioritas ini masih
memiliki relevansi dengan upaya perlindungan petani melalui LP2B.

Akan tetapi, seiring perjalanan waktu setelah ditetapkannya UU
PLP2B,implementasi dari regulasi tersebut belum mampu mengimbangi
alih fungsi lahan yang terus terjadi. Disisi lain, program pencetakan
sawah baru yang menjadi salah satu tupoksi Kementerian Pertanian
acap tidak mencapai target dan masih menyisakan berbagai
permasalahan seperti ketersediaan sarana pendukungnya seperti
petani, irigasi, dan juga akses usaha.!® Persoalannya adalah apakah
informasi LP2B tersebut telah sampai pada masyarakat yang lahannya
terkena LP2B. Apakah pemerintah daerah telah mengeluarkan
peraturan perundangan daerah terkait dengan LP2B dan sebagainya.
Oleh karena itu, diperlukan suatu evaluasi atau assessment untuk
melihat implementasi kebijakan LP2B dikaitkan dengan berbagai
regulasi yang telah disusun selama ini. Evaluasi ini menitikberatkan
pada amanatyang ditelah ditetapkan di dalam UU No. 41/2009, yaitu
dimulai pada saat perencanaan sampai dengan implementasi dari
pelaksanaan LP2B tersebut.

Keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh
penatagunaan lahan dan pemanfaatan lahan dengan sebaik-baiknya.
Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun

2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU

19 Tejoyuwono Notohadiprawiro , dalam Artikel “Kemampuan dan Kesesuaian
lahan : Pengertian dan Penerapannya”, 2006 hal. 1
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PLP2B). Terdapat tujuh simpul kritis dalam implementasi Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2009 mendukung ketahanan pangan yang
mencakup, sebagai berikut:

a. Dukungan Peraturan Daerah;

b. Pemahaman terhadap karakteristik sumberdaya lahan pertanian;

c. ldentifikasi tipe lahan berdasarkan jenis irigasi dan kelas lahan;

d. Struktur penguasaan lahan petani;

e. Fenomena alih fungsi lahan yang semakin tidak terkendali;

f. Perpecahan (division) dan perpencaran (fragmentation) lahan dan;
g. Pentingnya pengembangan pusat informasi.

Meskipun sudah ada aturan berkaitan dengan alih fungsi lahan
pertanian tersebut tetap saja luas lahan pertanian semakin berkurang
setiap tahunnya.contohnya di Kabupaten Sinjai , setiap tahunnya ada
ratusan hingga ribuan hektar lahan pertanian beralih fungsi, namun kini
sudah menjadi perumahan dari skala kecil hingga besar ,dikhawatirkan,
hal ini akan memicu tingginya alih fungsi lahan dari lahan pertanian
yang berkisar 16 ribu hektar menjadi areal perumahan . Berkurangnya
lahan pertanian pangan tersebut juga menyebabkan indonesia
mengimporpangan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.
Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang

luas dan jenis sumber daya alam yang berlimpah namun masih
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melakukan impor pangan.?’ Seharusnya, dengan wilayah yang luas,
Negara Indonesia dapat menekan laju impor pangan agar dapat
memanfaatkan produk dalam negeri. Namun hal ini tidak dapat
diwujudkan karena luas lahan pertanian yang semakin lama semakin
menyempit karena peralihan fungsi lahan baik untuk kepentingan
pribadi atau kepentingan umum.

Berdasarkan paparan sebagaimana tersebut di atas perlu ditelaah
lebih lanjut persoalan-persoalan mengenai perlindungan hukum lahan
pertanian berkelanjutan dalam terkait faktor penyebab alih fungsi
lahan, politik hukum perlindungan lahan pertanian pangan
berkelanjutan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan serta bagaimana
Pemerintah Daerah menjabarkan kebijakan perlindungan dimaksud
agar tujuan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat
terwujud.?*

3. Landasan Hukum Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian

Dasar kebijakan pertanahan pertanahan adalah Undang-Undang
Dasar Tahun 1945 (UUD 45) pasal 33 ayat (3), yang menegaskan
bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk

% Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan

Implementasi Edisi Revisi, Buku Kompas, Jakarta,2005 hal. 42

%L Bayu Setyoko dan Purbayu Budi Santosa, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Keputusan Petani Mengkonversi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian”,
Diponegoro Journal Of Ecomomics, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip, Volume 3
Nomor 1 Tahun 2014, hal. 1
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kemakmuran rakyat. dan ayat (4) bahwa Perekonomian nasional
diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efesien-berkeadilan, berkelanjutan  berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, Dari dasar kebijakan
tersebut dibentuk suatu landasan hukum berupa Undang-Undang

Pokok Agraria (UUPA).?? Dalam penjelasan umumnya, dinyatakan

bahwa tujuan diberlakukannya UUPA adalah:

a. Meletakan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional
yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan,
dan keadilan bagi negara dan raktat tani, dalam rangka masyarakat
yang adil dan makmur.

b. Meletakan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan
kesederhanaan dalam hukum pertanahan. .

c. Meletakan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum
mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Landasan hukum dari kebijakan konversi lahan pertanian selain

UUPA antara lain:

1) Undang-undang No 41 tahun 2009 Tentang tentang
perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, Pasal 1 ayat (8)
yang berbunyi: “Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk

mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi,

22 pasal 33 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik
Indonesia
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modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mencapai
kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan

rakyat"??

Dari pasal diatas dapat diartikan lahan sebagai
sumber pekerjaan dan  penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional dan
ditambah lagi pasal 44 yang intinya lahan pertanian dapat
dialihnfungsikan untuk kepentingan umum dan harus disiapkan
lahan pengganti serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang- undangan. Selain itu negara menjamin hak atas
pangan sebagai hak asasi setiap warga negara sehingga
negara berkewajiban menjamin kemandirian, ketahanan, dan
kedaulatan pangan, serta mengantisipasi pertambahan jumlah
penduduk dan perkembagan ekonomi yang mengakibatkan
terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan
pertanian pangan yang telah mengancam daya dukung wilayah
secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahan, dan
kedaulatan pangan.

2) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang
terutama pada pasal 37, yang menyebutkan bahwa izin

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata

2% pasal 1 Undang- undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan
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3)

4)

ruang (RTRW) dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah
daerah nya.?* menurut kewenangan masing-masing sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 tentang
penatagunaan tanah terutama pasal 13, yang menjelaskan
penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung atau
kawasan budidaya harus sesuai dengan fungsi kawasan dalam
rencana tata ruang wilayah (RTRW). %°

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 tentang
penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, dimana pada
pasal 11 dijelaskan, tanah yang diperoleh dasar
penggunaannya oleh orang perseorangan yang tidak
menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keadaannya atau
menurut sifat dan tujuan pemberian haknya, atau tidak
memeliharanya dengan baik, atau tidak mengambil langkah-
langkah pengelolaan bukan karena tidak mampu dari segi
ekonomi, maka kepala kantor pertanahan mengusulkan kepada
kepala kantor wilayah pemegang hak diberi peringatan agar
dalam waktu tertentu sudah menggunakan tanahnya sesuai

keadaan atau menurut sifat dan tujuan pemberian haknya.

> pasal 37 Undang- undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
?® pasal 13 Undang- undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan

Tanah
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5) Perda Kabupaten Sinjai nomor 13 tahun 2017 tentang Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan pasal 25,%° bidang lahan
pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan
secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi
kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, hal
ini dimaksudkan untuk melindungi lahan potensial agar
pemanfaatannya, kesesuaian dan Kketersediaannya tetap
terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan

berkelanjutan pada masa yang akan datang.

B. Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan
pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara
konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian,
ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Memiliki lahan pertanian
di zaman sekarang mungkin bukanlah suatu hal yang terdengar
menjanjikan bagi warga yang tinggal di perkotaan, tapi tidak untuk para
petani yang bergerak di bidang pertanian pangan. Mereka adalah lini
utama dari ketahanan pangan yang ada di Indonesia dan pemerintah
sudah sejak lama sudah menunjukkan dukungan kepada
mereka.Salah satu langkah yang dibuat pemerintah untuk melindungi
para petani pangan, khususnya lahan yang mereka miliki adalah

dengan membuat undang-undang untuk hal ini. Dalam Pasal 48 UU

%6 pasal 25 Perda Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan
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PLP2B dijelaskan bahwa Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang

mengakibatkan musnahnya dan/atau rusaknya Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan secara permanen, Pemerintah dan/atau

pemerintah daerah melakukan penggantian Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan sesuai kebutuhan. Lahan pengganti Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1)

ditetapkan dengan:

a. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam hal lahan pengganti
terletak di dalam satu kabupaten/kota pada satu provinsi;

b. Peraturan Daerah Provinsi dalam hal lahan pengganti terletak di
dalam dua kabupaten/kota atau lebih pada satu provinsi; dan

c. Peraturan Pemerintah dalam hal lahan pengganti terletak di
dalam dua provinsi atau lebih.

Selanjutnya Pengaturan hukum dalam konteks yuridis pada
dasarnya dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa aturan hukum
haruslah dipahami sebagai penuangan norma hukum dengan
konsekuensi empirisnya. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa
setiap aturan memang merupakan pencerminan dari suatu norma
dan kondisi realistisnya. Robert B. Seidman mengemukakan:

“Setiap aturan hukum adalah norma, seperti yang dipahami John
Austin ketika ia mendefinisikan hukum sebagai 'perintah’. Ini adalah
aturan yang mengatur perilaku penghuni peran. Seseorang dapat
membagi semua norma antara hukum dan adat. Yang saya
maksudkan adalah norma apa pun yang orang pegang atau ikuti
tanpa ada yang diumumkan oleh agen negara. Dengan ‘hukum'
atau 'aturan hukum', maksud saya segala norma yang diberlakukan
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secara resmi. Suatu adat menjadi hukum ketika itu diberlakukan
secara resmi. Definisi ini mengabaikan pertanyaan, apakah
seorang penghuni peran telah menginternalisasi aturan
hukum. Itu  menyisakan masalah, apakah kinerja peran cocok
dengan perilaku yang ditentukan oleh atura tidak memaksakan
perilaku  yang  ditentukan-masih  dapat dengan tepat
dilambangkan sebagai aturan hukum™’

Bertalian dengan norma hukum pengaturan lahan pertanian
pangan Yyang berkelanjutan dalam peraturan perundang-undangan,
ketentuan Pasal 33 ayat (3) menentukan bahwa: “Bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara
dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
"Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) tersebut, lahan pertanian
pangan merupakan salah satu bagian dari bumi sebagai karunia
Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat
sebagaimana yang diamanahkan dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia bahwa tujuan bernegara adalah:

“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskankehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial .”

Sesuai dengan definisi negara, tujuan bernegara dan ketentuan-
ketentuan adanya suatu negara, maka perhatian pemerintah tentu

dititikberatkan pada kehidupan rakyatnya yang merupakan salah satu

" Robert R Seidman, The State Law And Development, St Martin’s Press, New
York, 1978, hal. 72. Dalam Tesis Irmayanti. Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik
Usahatani Lahan Sawah di Desa Bontosomba Kecamatan Tompobulu,Kabupaten
Maros. Makasar: Universitas Hasanuddin 2010. Hal. 24
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komponen berdirinya negara.ldee atau tujuan luhur bernegara
sebagaimana tercantum dalam Hukum Dasar Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah
mensejahterakan rakyat?® Dan itu sudah terlebih dahulu dibuat pada
tahun 2009 di zaman pemerintahan Presiden Indonesia ke-6, Susilo
Bambang Yudhoyono dengan nama Undang Undang Nomor 41
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Tapi apa saja
poin-poin yang menjelaskan UU NO 41 TAHUN 2009 ? Berikut
penjelasannya.”
1. Indonesia Adalah Negara Kaya Akan Sumber Daya Alam
Sebagai negara maritim dan memiliki luas yang sangat besar,
Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Dan itu
yang perlu digunakan dengan sebaik-baiknya agar tidak menjadi
sebuah berkah yang terbuang percuma begitu saja. Karena itu, dengan
adanya UU PLP2B ini, Indonesia yang sudah memiliki industri pertanian
yang kuat akan semakin kuat lagi. UU PLP2B ingin mengukuhkan
pernyataan bahwa industri pertanian di bumi pertiwi tidak akan

dibiarkan bekerja sendirian. Karena itu perlu ada UU PLP2B agar lahan

%% Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, Ull Press, Yogyakarta. 2007, hal. 8.

29Dwipradnyana, | Made Mahad. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konversi
Lahan Pertanian Serta Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani. Thesis.
Denpasar: Universitas Udayana.2014. Hal. 29
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yang dipakai untuk pertanian bisa tetap tersedia agar bisa

memproduksi pangan yang diperlukan warga Indonesia.*

2. Mempertahankan Ketahanan Pangan Indonesia

Pada intinya, UU PLP2B ini ingin mempertahankan sekaligus
meningkatkan produksi pertanian Indoensia agar bisa mendapatkan
ketahanan pangan yang layak. Selain itu, ada juga perlindungan serta
memberdayakan lahan pertanian yang beririgasi dan non beririgasi.
Belum lagi tugas terakhir dari UU PLP2B adalah untuk
mempertahankan ekosistem yang ada agar tetap dalam kondisi terbaik.
Selain itu, ketahanan pangan yang ingin dicapai bisa diukur dari
tercukupinya pangan bagi sektor rumah tangga. Hal ini bisa terlihat dari
ketersediaan pangan yang mencukupi di pasaran. Tidak hanya dari
jumlahnya saja, tapi juga harus bermutu, semua warga Indonesia bisa
mendapatkannya sekaligus terjangkau agar tidak ada ketertimpangan
yang bisa terjadi di kemudian hari.ltulah penjelasan tentang UU PLP2B
yang sangat berguna bagi kelangsuangan ketersediaan pangan di
Indonesia.
3. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Dalam penetapan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan
adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah pedesaan

yang memiliki hamparan lahan pertanian yang berkelanjutan dan

% Hery Listyawati dan Triyanto Suharsono, Pengawasan dan Pengendalian
Pemanfaatan Sumber Daya Air Untuk Irigasi di Kabupaten Sleman, Mimbar Hukum,
volume 24 nomor 1 hal 146.
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hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur

penunjangnnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian,

ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, kawasan pertanian
pangan berkenlanjutan dikabupaten atau kota meliputi kawasan
pertanian pangan berkelanjutan dalam satu kabupaten atau kota.

Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi kawasan pertanian pangan

berkelanjutan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :3

a. Memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai lahan
pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cdangan pertanian
pangan berkelanjutan .

b. Menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat
memenuhi  kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat
setempat, kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional.

Kawasan yang berada pada lintas kabupaten atau kota dalam satu
provinsi yang telah sesuai dengan kriteria dan persayaratan mengenai
kriteria dan syarat kawasan yang dapat ditetapkan menjadi kawasan
pertanian pangan berkelanjutan disusun dalam bentuk usulan
penetapan kawasan lahan pertanian pangan pangan berkelanjutan
provini yang memuat data dan informasi untuk mewujudukan
kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.®* Dalam hal ini

kawasan prtanian pangan berklelanjutan memerlukan perlindungan

%1 Hari Poerwanto, Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi,
Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, hal 218-219.

% Nugroho, Et All . Pembangunan wilayah, Perspektif Ekonomi, Sosial Dan
Lingkungan.Jakarta: pustaka LP3ES.2004.hal. 18
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khusus, kawasan tersebut dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis
nasional yang dilakukan dengan mempertimbangkan :

1) Luas kawasan pertanian pangan.

2) Produktivitas

3) Potensi teknis lahan

4) Keandalan infrastruktur

5) Ketersediaan sarana dan prasarana pertanian

Lahan Cadangan pangan berkelanjutan berasal dari tanah telantar
dan tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas dan berada di
dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan diluar kawasan
pertanian pangan berkelanjutan. Tanah terlantar dan tanah bekas
kawasan hutan yang telah dilepas dapat ditetapkan menjadi lahan
Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjuatan.

Kebijakan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan
mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk
memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat
secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan
pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional.
Mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan
merupakan hal mendasar yang sangat besar arti dan manfaatnya
untuk mendukung pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan

pangan di Indonesia.

39



Dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan,
disebutkan bahwa penyelenggaraan pangan bertujuan untuk.
meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri,
menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi
persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat,
mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok
dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Selain itu juga untuk mempermudah atau meningkatkan
akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan
dan gizi, meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan
di pasar dalam negeri dan luar negeri, meningkatkan pengetahuan dan
kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan
bergizi bagi konsumsi masyarakat.®* Tujuan penting lainnya juga
meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudi daya ikan,
dan pelaku usaha pangan dan melindungi dan mengembangkan
kekayaan sumber daya pangan nasional.®*

Poin penting lain dari UU Pangan saat ini adalah urgensi
dibentuknya lembaga yang mempunyai otoritas kuat untuk

mengkoordinasikan,mengatur dan mengarahkan lintas kementrian

atau sektor dalam berbagai kebijakan dan program terkait pangan.

33 Zaenil mustopa, 2011. “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi alih
fungsi lahan pertanian di kabupaten demak” skripsi: Universitas Diponegoro
Semarang, hal 38

3 Septia putri Riko, Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
dalam Hubungannya dengan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Tesis,
Semarang MKN UNDIP,2010,hal. 27
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Dalam UU Pangan yang disahkan oleh DPR bulan Oktober 2012, pada
Pasal 126 disebutkan, “Dalam hal mewujudkan kedaulatan pangan,
kemandirian pangan dan ketahanan pangan nasional, dibentuk
lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden”. Kemudian pada
Pasal 127 disebutkan, “Lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 126 mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang pangan”.

Mengingat lembaga ini posisinya sangat strategis, harapannya
keberadaan badan otoritas pangan bisa terhindar dari benturan
kepentingan atau ego sektoral terkait. Dengan posisi yang tinggi, kita
tentu berharap badan otoritas pangan bisa lebih independen. Terlebih
lagi, badan otoritas pangan tersebut berfungsi sebagai pembuat
kebijakan pangan sekaligus operator pangan. Lembaga tersebut akan
bertugas melaksanakan pengadaan, produksi, penyimpanan, hingga
distribusi pangan nasional.

Beberapa hal tersebut menguatkan peran Pemerintahan Pusat dan
Pemerintahn Daerah untuk bertanggung jawab agar penyelenggaraan
pangan nasional dapat dilaksanakan dengan lebih terarah,
berhasilguna, dan berdayaguna. Dengan demikian pelaksanaan
manajemennya dengan memberdayakan seluruh potensi stakeholder

sehingga terjadi sinergi dan potensial untuk menghasilkan
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penyelenggaraan pangan secara efektif dan efisien agar mampu
menghadapi persoalan serta tantangan masa kini juga masa depan.®
Persoalan dan tantangan pangan semakin hari semakin kompleks,
senantiasa berubah dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh hal-hal
yang sifatnya spesifik lokal maupun global.*®* Perubahan serta
perbedaan seperti kondisi aktual masyarakat, dinamika kependudukan,
perkembangan Iptek, revolusi informasi, telekomunikasi, transportasi,
demokratisasi, desentralisasi, dan tentunya globalisasi, kita ketahui
merupakan determinan pangan yang harus selalu kita kaji sebagai
landasan untuk melakukan antisipasi nasional.

Dari definisi pada undang-undang tersebut, ketahanan pangan
dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup,
yaitu pangan dalam jumlah yang cukup dan dengan kualitas atau
gizi yang memadai dalam setiap rumah tangga di Indonesia.
Ketersediaan panganini harus mencukupi jumlah satuan kalori
yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat

b) Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman, diartikan
sebagai bebas dari cemaran biologis, kimia, atau benda lain yang
dapat mengganggu atau merusak kesehatan manusia. Hal
tersebut juga termasuk aman dari kaidah agama atau kepercayaan

masing-masing.

% Mudjiono, 1992, Hukum Agraria, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hal28
% Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia,
Jakarta; rajawali Press.1997, hal. 30
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c) Terpenuhinya pangan secara merata, diartikan dengan pangan
yang aman dan berkualitas tadi harus tersebar merata untuk
mencukupi kebutuhan jumlah kalori setiap rumah tangga di
Indonesia.

d) Terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau, yaitu pangan
yang aman dan berkualitas tadi harus dapat dibeli dengan harga
yang terjangkau.

4. Dampak Pengalihan Fungsi Lahan Pangan
Pengalihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian mempunyai

dampak buruk bagi masyarakat. Menurut Widjanarko et al, dampak

negatif akibat alih fungsi lahan, antara lain :*’

a. Berkurangnya luas lahan sawah yang mengakibatkan turunnya
produksi padi,yang mengganggu tercapainya swasembada pangan.

b. Berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan bergesernya
lapangan kerja dari sektor pertanian ke non pertanian dimana
tenaga kerja lokal nantinya akan bersaing dengan pendatang.
Dampak sosial ini akan berkembang dengan meningkatnya
kecemburuan sosial masyarakat setempat terhadap pendatang
yang nantinya akan berpotensi meningkatkan konflik sosial.

c. Investasi pemerintah dalam pengadaan prasarana dan sarana

pengairan menjadi tidak optimal. Hal ini dikarenakan irigasi yang

¥ Muhammad Dika Yudhistira, Analisis Dampak Alihfungsi Lahan Pertanian
Terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Skripsi, Fakultas
Ekonomi dan Manajemen,Institut Pertanian Bogor,2013 hal. 29-30
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telah dibangun menjadi sia-sia karena sawah yang ada dialih
fungsikan.

d. Kegagalan investor dalam melaksanakan pembangunan
perumahan ataupun industri karena kesalahan perhitungan
mengakibatkan lahan yang telah dialihnfungsikan menjadi tidak
termanfaatkan, karena tidak mungkin dikembalikan menjadi sawah
kembali. Sehingga luas lahan tidur akan meningkat dan nantinya
akan menimbulkan konflik sosial seperti penjarahan tanah.

e. Berkurangnya ekosistem sawah di Sulawesi Selatan dimana telah
terbentuk selama berpuluh-puluh tahun, sedangkan pencetakan
sawah baru di luar Sulawesi Selatan tidak memuaskan hasilnya.
Selain itu, dampak lainnya adalah ancaman terhadap kualitas
lingkungan. Lahan pertanian tidak hanya berfungsi sebagai
tempat untuk budidaya padi, tetapi dapat menjadi lahan yang efektif
untuk menampung kelebihan air limpasan, pengendali banjir dan
pelestarian lingkungan. Apabila sehamparan lahan sawah
beralihfungsi untuk pembangunan kawasan perumahan, hotel atau
industri maka dengan sendirinya lahan di sekitarnya akan terkena
pengaruh dari konversi tersebut.® Lahan untuk menampung
kelebihan air akan semakin berkurang sehingga bencana seperti

banjir akan semakin sering terjadi.

% Novita Dinaryati, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alihfungsi Lahan
Pertanian di Daerah Sepanjang Irigasi Bendungan Colo, Kabupaten Sukoharjo,
Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2014,hal. 3
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Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan telah dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan.Dalam hal ini fungsi hukum adalah sebagai tindakan
afirmatif atau disebut affirmative action yang dimaknai sebagai upaya
meningkatkan kesempatan bagi orang maupun sekelompok orang
untuk mengenyam kemajuan dalam jangka waktu tertentu. Melalui
kebijakan pemberian insentif dan penghargaan petani dan pemilik
lahan dorong untuk menetapkan lahannya sebagai lahan
pertanian pangan berkelanjutan dan tidak dialih fungsikan.*

Pada bagian lain, Lawrence M.Friedman mengemukakan bahwa
hukum ituharus dilihat sebagai suatu sistem hukum yang terdiri
dari tiga komponen. Komponen-komponen tersebut adalah:*

1) Substansi hukum (legal substance), yaitu aturan-aturan dan
norma-norma umum.

2) Struktur hukum (legal structure), yaitu penegak hukum seperti
polisi, jaksa, hakim dan pengacara serta institusi Yyang

melahirkan produk- produk hukum.

** Nur Isnaeni Ari Wardani, pengendalian konversi lahan sawah menjadi industri
dan perumahan di kabupaten sukoharjo,Tesis, fakultas ilmu social dan ilmu politik,
universitas diponegoro,hal 16

“0 lawrence M. Friedman, Law and Society An Introduction, Prentice-Hall, Inc.
New Jersey, 1975, hal.6
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3)

Budaya hukum (legal culture), yaitu meliputi ide-ide,
pandangan- pandagan tentang hukum, kebiasaan-kebiasaan,
cara berpikir dan berlaku,merupakan bagian dari kebudayaan
pada umumnya, yang dapat memyebabkan orang mematuhi atau
sebaliknya, menyimpangi apa  yang sudah dirumuskan dalam
substansi hukum.

Adapun menurut Soerjono Soekanto,** bahwa ada beberapa faktor

yang memegaruhi penegakan hukum, yaitu:

a)

b)

d)

Faktor hukumnya sendiri, yang terkait dengan peraturan
perundang- undangan;

Faktor penegak hukum, vyaitu pihak-pihak yang membentuk
maupun yang menerapkan hukum;

Faktor sarana maupun fasilitas, yang mendukung penegakan
hukum;

Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut
berlaku;

Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil kerja, cipta dan rasa
yang dilandasi pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan kedua pandangan tersebut di atas maka kebijakan

untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut

sebenarnya merupakan langkah awal yang memerlukan tindakan

ikutan yaitu bagaimana substansi ketentuan UU PLP2B itu dimaknai

4 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Alumni, Bandung, 2002, hal. 5
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secara menyeluruh terutama berkaitan dengan politik hukum dan
tujuan pembentukan hukum. Karena bila hukum itu dibentuk, ia harus
dapat ditegakan dan ia diharapkan mampu mengemban misi hukum
dalam memberi kepastian, kemanfaatan sekaligus membawa keadilan.
Tidak sedikit orang beraggapan, bahwa apabila UUD telah
tersedia, maka sudah cukup sarana perundang-undangan untuk
diandalkan buat menindak setiap pelanggaran ataupun untuk
melindungi kepentingan-kepentingan dalam masyarakat.Masih kurang
dipahami dan diperhatikan, bahwa aturan hukum yang dianggap
mendekati perasaan keadilan harus dipenuhi syarat bahwa
hukum harus mampu mencerminkan tuntutan hatinurani masyarakat,
khususnya perasaan keadilan.

Ada dua pendekatan yang digunakan untuk menelaah masalah-
masalah yang bertalian dengan hukum nasional, yaitu pendekatan
systemdan pendekatan kultur-politis. Melalui pendekatan system
pembinaan hukum nasional harus dilihat sebagai dimensi politik yang
secara konseptual dan kontekstual bertalian erat dengan dimensi-
dimensi yang ada pada wilayah yang geopolitik, ekopolitik, demopolitik,
sosiopolitik dan kratopolitik.** Dengan kata lain politik hukum tidak
berdiri sendiri lepas dari dimensi lainnya, terlebih-lebih jika hukum
diharapkan mampu berperan sebagai sarana rekayasa sosial (Law as a

tool of social engineering).

*2 pasandaran, Effendi..Alternatif Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan
Sawah Beririgasi di Indonesia dalam Jurnal Litbang Pertanian.2006
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Dapat dipahami agenda pembaharuan hukum (legal reform) tujuan
utamanya adalah untuk menghadirkan norma baru guna menjawab
kebutuhan hukum masyrakat. Jika pembaharuan itu berada di ranah
penegakan  hukum, norma-norma baru diharapkan  mampu
menjawab kebutuhan penegakan hukum dan hadir lebih progresif
dibandingkan dengan pengaturan yang ada. Kebutuhan penegakan
hukum  terhadap ancaman alih fungsi lahan pertanian pangan
berkelanjutan merupakan suatu sistem penegakan hukum yang
melibatkan sub sistem yang meliputi substansi, struktur dan
budaya.Dalam bingkai tersebut maka kedudukan dan peran Pemerintah
Daerah dalam penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sangat
penting. Hal ini dapat digambarkan karena lahan-lahan pertanian
pangan yang subur terdapat di wilayah perdesaan umumnya. Laju
pertambahan penduduk dan kompetisi untuk mendapat lahan demi
kepentingan lahan non pertanian tidak dapat dihindari karena
perubahan cara pandangan masyarakat terhadap lahan pertanian
sawah juga mengalami perubahan. Karena itu, Pemerintah Daerah
perlu aktif mengimplementasi dan merumuskan kebijakan
perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Wilayahnya.*?

5. Tinjauan Tentang Kebijakan Pengalihan Fungsi Lahan
Alih fungsi lahan bukanlah fenomena yang baru dalam kehidupan

manusia.Alih fungsi lahan tersebut sudah berlangsung lama, bahkan

*3 Ibid hal, 30
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seusia dengan peradaban manusia itu sendiri.Alih fungsi lahan telah
dianggap menjadi masalah apabila berakibat pada kerusakan
lingkungan dan menyentuh keberlangsungan hidup manusia terkait
pembangunan untuk menunjang peradaban manusia.Di Indonesia pun
sudah ada kebijakan yang mengatur pengalihan fungsi lahan tersebut
di dalam UU PLP2B yang berisi tentang kemungkinan adanya
pengalihan fungsi lahan apabila terdapat dua hal, yaitu jika terjadi
bencana alam atau untuk pembangunan infastruktur demi
masyarakat.** Isi wewenang Negara yang bersumber pada hak
menguasai Sumber Daya Alam ( SDA) oleh Daerah tersebut semata-
mata bersifat publik yaitu, wewenang untuk mengatur (wewenang
regulasi) dan bukan menguasai tanah secara fisik dan menggunakan
tanahnya sebagaimana wewenang pemegang hak atas tanah yang
“bersifat pribadi”.

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A dan Pasal 28C
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
juga sesuai dengan Article 25 Universal Declaration of Human Rights
Juncto Article 11 International Covenant on Economic, Social, and
Cultural Right (ICESCR).Sejalan dengan itu, upaya membangun
ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan
rakyat adalah hal yang sangat penting untuk direalisasikan. Dalam

rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan perlu

* Urip Santoso,Hukum Agraria Kajian Kompehensif . Jakarta, kencana Prenada
media Grup,2012,hal. 81.
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diselenggarakan  pembangunan pertanian  berkelanjutan.Untuk

mengendalikan konversi lahan pertanian, melalui UU PLPB tentang

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, diharapkan

dapat mendorong ketersediaan lahan pertanian untuk menjaga

kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. UU PLPB bertujuan

untuk:

a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara
berkelanjutan

b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara
berkelanjutan

c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan

d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani

e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan
masyarakat

f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani

g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang
layak

h. mempertahankan keseimbangan ekologis, dan

i.  mewujudkan revitalisasi pertanian

6. Penyelanggaraan Penatagunaan Tanah
Penatagunaan tanah sama dengan pola pengelolaan tata guna

ruang yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah

yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan
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kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu

kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Pada PP

No 16 Tahun 2004 dalam Pasal 22 Ayat 1 ( satu ) berbunyi : Dalam

rangka menyelenggarakan penatagunaan tanah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan kegiatan yang meliputi :

a. pelaksanaan inventarisasi penguasaan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah;

b. penetapan perimbangan antara ketersediaan dan  kebutuhan
penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah menurut
fungsi kawasan;

Cc penetapan pola penyesuaian penguasaan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
Kegiatan penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disajikan dalam peta dengan skala lebih besar dari pada skala

peta Rencana Tata Ruang Wilayah yang bersangkutan.45 Pada saat

ini penatagunaan tanah merupakan unsur yang paling dominan dalam
proses penataan ruang.46 Pelaksanaan pola penyesuaian
penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan Rencana

Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)

huruf ¢ dilakukan melalui penataan kembali, upaya kemitraan,

penyerahan dan pelepasan hak atas tanah kepada negara atau

**Loc.cit. hal. 30
*® Hasni. 2010. Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Edisi kedua.
Rajawali Pers. Jakarta,2010 hal. 36
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pihak lain dengan penggantian sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. '

Disisi lain,pembangunan wilayah kota secara berencna dalam
suatu pola tata ruang, pada umumnya selalu menyebabkan
pembebasan lahan dari para petani kecil pinggiran kota dan / atau
ekonomi lemah dikawasan pemukiman kumuh. Dengan kata lain,
penata ruang selalu disertai atau menimbulkan penggusuran kelompok
penduduk teretntu. Pembebasan lahan berdampak pada sosial
ekonomi dan ketertiba negative, baik jangka pendek maupun jangka
panjang sebagai wujud pergolakan kelompok yang tergusur.artinya
penata ruang dengan fenomena tersebut belum mampu
menyelesaiakn masalah, melainkan hanya memindahkan atau

menggantikan masalah dengan masalah lain.*

. Landasan Teori
1. Teori Kepastian Hukum

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum
dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada
kepastian hukum, sedangkan Kaum  Fungsionalis mengutamakan
kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa
‘summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux” yang artinya

adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang

*” Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan

*8 Yunus Wahid A.M, Pengantar Hukum Tata Ruang, Jakarta,
Prenadamediagrup,2014, hal. 35
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dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan
merupakan tujuan hukum satu- satunya akan tetapi tujuan hukum
yang paling substantif adalah keadilan.*® Menurut Utrecht, kepastian
hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan
yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang
boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan
hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan
adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa
saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap
individu. *°

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis Dogmatik
yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang
cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri,
karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya
kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari
sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu
diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu
aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan

hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujud

9 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum,
Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010,hal. 59

% Riduan Syahrani , Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti,
Bandung,1999, hal. 23
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kan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk
kepastian.>*Teori kepastian hukum sesuai dengan kajian permasalahan
dalam obyek penelitian. Ketentuan mengenai Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan Di Kabupaten Sinjai ,didasarkan pada peraturan
perundang- undangan khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,
dan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2017 Di
pasal 25 Peraturan Daerah yang mengatur secara ketat perizinan
penggunaan lahan dan pendirian bangunan di lahan yang diairi oleh
irigasi teknis.
2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan
kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam
bentuk perangkat baik yang bersifat prefentif maupun yang bersifat
represif, baik yang lisan maupun vyang tertulis.®> Perlindungan
hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia
yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan
kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak
yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan
hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh

aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik

>t Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis),
Gunung Agung, Jakarta,2009,hal. 82-83.
*> Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis),
Gunung Agung, Jakarta,2009,hal. 82-83.
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secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman
dari pihak manapun. Menurut Muktie, A. Fadjar perlindungan hukum
adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya
perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh
hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini
yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya
dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum
manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan
hokum.
3. Teori Kewenangan

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber
kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum
dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam
hubungannya dengan hukum privat. Indroharto, mengemukakan
tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan
perundang-undangan Apabila dikaitkan dengan teori kewenangan
maka kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam PLP2B merupakan
kewenangan di bidang perizinan maupun tata ruang wilayah.
Kewenangan tersebut merupakan pendelegasian kewenangan
pemerintah pusat sebagai pemegang mandat negara dalam bidang
pertanahan kepada pemerintah daerah.

4. Teori Keadilan
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Pada alih fungsi lahan pertanian, kadang masyarakat kurang
mendapat keadilan. Di satu sisi masyarakat membutuhkan
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ,untuk digunakan
usaha lain yang lebih menjanjikan memberikan kesejahteraan namun di
sisi lain ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk dapat
dilakukannya alih fungsi lahan. Selain itu kadang masyarakat kurang
mendapatkan hak-haknya dalam alih fungsi lahan pertanian, seperti
penerbitan sertipikat alih fungsi lahan yang lama.Terdapat macam-
macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-
teori ini menyangkut hak, kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan,
dan kemakmuran. Tokoh yang terkenal dalam teori keadilan ini antara
lain adalah Aristoteles yang dibagi menjadi lima, yaitu keadilan
komutatif, distributif, kodrat alam, konvensional dan keadilan perbaikan.
Selain tokoh tersebut ada juga teori keadilan menurut Plato dan
Thomas hobbes.>®

Keadilan merupakan pangkal dari hukum positif dan konstitutif.
Sedangkan konstitutif, disebabkan keadilan merupakan unsur yang
mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, kebijakan dan
atau aturan aturan tidak pantas sebagai hukum. Jika, dalam penegakan
hukum condong pada nilai kepastian hukum atau berasal dari aspek
peraturannya, maka sebagai suatu nilai hukum telah menggeser nilai

nilai keadilan dan nilai kegunaan / kemanfaatan. Hal ini disebabkan,

*3pysat Informasi, Teori keadilan menurut aristoteles plato Thomas hobbes
http://pusatinformasi212.blogspot.co.id/2017/04/teori-keadilan-menurut-aristoteles-
plato-thomas- hobbes.html,diakses 5 Oktober 2017.
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pada kepastian hukum yang paling penting yakni peraturannya itu
sendiri sesuai terhadap apa yang dirumuskan. Demikian pula ketika
nilai kemanfaatan/kegunaan yang lebih dikedepankan, maka nilai
kemanfaatan / kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum atau
nilai keadilan karena yang terpenting bagi nilai kemanfaatan kegunaan
merupakan suatu fakta apakah hukum bermanfaat/berguna bagi
masyarakat. Tanpa keadilan, kebijakan dan atau aturan aturan tidak
pantas sebagai hukum. Jika, dalam penegakan hukum condong pada
nilai kepastian hukum atau berasal dari aspek peraturannya, maka
sebagai suatu nilai hukum telah menggeser nilai nilai keadilan dan nilai
kegunaan / kemanfaatan. Hal ini disebabkan, pada kepastian hukum
yang paling penting yakni peraturannya itu sendiri sesuai terhadap apa
yang dirumuskan.

Demikian pula ketika nilai kemanfaatan/kegunaan yang lebih
dikedepankan, maka nilai kemanfaatan / kegunaan akan menggeser
nilai kepastian hukum atau nilai keadilan karena yang terpenting bagi
nilai kemanfaatan kegunaan merupakan suatu fakta apakah hukum
bermanfaat/berguna bagi masyarakat.

. Kerangka Pikir

Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan juga dilakukan oleh SKPD. SKPD merupakan
organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab

terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang
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tertentu di provinsi, kabupaten, atau kota.Sesuai dengan prinsip
hukum, bahwa tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban
(geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid) maka kewenangan
pemerintah daerah dalam Perlindungan terhadap LP2B juga
melahirkan tanggung jawab bagi pemerintah daerah untuk
melakukan hal itu. Pemerintah Kabupaten Sinjai memiliki tanggung
jawab untuk perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan atau disebut LP2B dari berbagai bentuk alih fungsi lahan.
Upaya pemerintah Kabupaten Sinjai dalam melakukan perlindungan
terhadap LP2B adalah dengan memperketat pemberian izin alih
fungsi lahan. Dalam pelaksanaan perizinan alih fungsi lahan,
pemerintah Kabupaten Sinjai berpedoman pada aturan yang
mengatur tentang pengendalian alih fungsi lahan. Aturan tersebut
adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan
dan alih fungsi lahan pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang
Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
BerkelanjutanUpaya  perlindungan LP2B  dilakukan melalui
pembentukan kawasan (KP2B) yang akan terdiri dari LP2B dan

LCP2B dan berbagai unsur pendukungnya. Hal ini bermakna selain
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sawah maka berbagai unsur pendukung juga perlu diketahui untuk
menentukan kebijakan atau program yang sesuai. KP2B
selanjutnya perlu menjadi bagian integral. Hal ini berlaku juga saat
ketika yang mendapat perhatian hanya nilai keadilan, maka berdampak
pada tergesernya nilai kepastian hukum serta kemanfaatan. Hal ini
berimplikasi, dalam penegakkan hukum wajib ada keseimbangan
antara ketiga nilai tersebut. Secara normatif, bentuk tanggung
jawab pemerintah kabupaten Sinjai dalam upaya perlindungan
terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat tercapai
tujuannya apabila dapat dilaksanakannya ruang lingkup perlindungan
Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan. Sebagaimana ketentuan
pasal 4 Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan selanjutanya disebut
(PL2PB) yang menyatakan bahwa ruang lingkup Perlindungan lahan
Pertanian pangan berkelanjutan meliputi, perencanaan dan
penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pengawasan,
sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, pembiayaan
dan peran serta masyarakat. Didalam pasal 40 Perda LP2B Kabupaten
Sinjai dijeskan bahwa akan dikenakan sanksi bagi pelanggar yakni
teguran tertulis, paksaan Pemerintah Daerah, pembekuan izin dan
pencabutan izin.Selanjutnya konsep dan Variabel dirumuskan pada

bagian kerangka pikir dibawah ini :
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Bagan Kerangka Pikir

Evektifitas Peraturan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan

Penegakan sanksi hukum

Pelaksanaan Peraturan LP2B

Sanksi Administratif
1. Aspek Regulasi - Teguran tertulis
2. Pengawasan - Paksaan
3. Pembinaan Pemerintah
daerah
Pembekuan izin
Pencabutan lzin

TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAHAN

PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
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E. Definisi Operasional

1. Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh
seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan
tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak
rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap
semakin efektif.Dan Manurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
“‘KBBI”, efektivitas ialah daya guna, keaktifan serta adanya
kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang Yyang
melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai.

2. Aspek Regulasi adalah suatu aturan yang berrkaitan dengan
Undang- undang dan turunannya

3. Pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai
dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang
dikeluarkan

4. Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang
dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh
hasil yang lebih baik dalam hal ini Pembinaan sebagaimana
dimaksud meliputi, Kordinasi,Sosialisasi, Bimbingan, konsultasi
Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.

5. sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap
pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat
administratif yang dapat berupa Teguran tertulis, Paksaan

Pemerintah, Pembekuan izin, Pencabutan lzin.
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6.

10.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan
pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan
secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi
kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha
pertanian.

Kawasan pertanian pangan berkelanjutan adalah wilayah budidaya
pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki
hamparan lahan pangan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau
hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta
unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung
kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pngan daerah nasional.
Alih fungsi lahan selalu diawali dari kondisi dimana hasil produksi
pertanian tidak mencukupi kebutuhan hidup petani. Akhirnya
berujung dengan dijualnya lahan pertanian tersebut. Selain itu,
menurut Gunawan, alih fungsi lahan juga didorong oleh kebijakan
pemerintah yang tidak menjaga kawasan pertanian berkelanjutan.
Hak-hak atas tanah termasuk salah satu hak perseorangan atas
tanah. Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang
kepada pemegang haknya untuk mengunakan tanah dan/atau
mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Perkataan
“‘menggunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu

digunakan untuk kepentingan bangunan (non-pertanian),
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11.

12.

13.

sedangkan perkataan “mengambil manfaat” mengandung
pengertian bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk
kepentingan pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.
Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata
guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah
melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan
tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat
secara adil.

RTRW kabupaten memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan
ruang wilayah kabupaten (penataan kabupaten); rencana struktur
ruang wilayah kabupaten; rencana pola ruang wilayah kabupaten;
penetapan kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan
ruang wilayah kabupaten; dan ketentuan pengendalian
pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Pemilik Lahan adalah setiap Warga Negara Indonesia beserta
keluarganya yang memiliki atau mengusahakan laha komoditas

pangan pokok.
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